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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

1. Pada kekayaan negara yang dipisahkan yang mana dijadikan sebagai modal 

dalam Persero mengalami inkonsistensi dalam pengaturannya. Inkonsistensi 

ini terjadi pada UU Keuangan Negara dan UU BUMN memberikan 

pengaturan yang berbeda atas kekayaan negara yang dipisahkan yang 

dijadikan modal pada Persero. Dalam UU Keuangan Negara memberikan 

pengaturan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan walaupun sudah masuk 

menjadi modal pada Persero masih masuk pada pengelolaan keuangan negara, 

karena masih masuk dalam ruang lingkup keuangan negara. Sedangkan dalam 

UU BUMN memberikan pengaturan yang berbeda, dijelaskan dalam pasalnya 

bahwa kekayaan negara yang dipisahkan artinya dipisahkan dari kekayaan 

negara yang kemudian pengelolaan dan pembinaannya sesuai dengan prinsip-

prinsip perusahaan yang sehat. Hal ini yang kemudian dalam penerapan 

pengaturan mengalami inkonsistensi dan kerancuan dalam penegakkan 

hukumnya apabila terdapat kerugian yang dialami pada Persero tersebut. 

2. Pada suatu Persero terdapat anggaran dasar yang mana memuat hal-hal terkait 

dengan Persero. Termasuk terkait tujuan dan modal yang masuk menjadi 

paham pada Persero tersebut. Yang kemudian pertanggungjawaban dari pada 

setiap organ dari Persero mengacu pada anggaran dasar yang disesuaikan 

dengan perbuatan Persero. Persero dalam Perbuatan sesuai atau tidak dengan 

anggaran dasar. Yang mana hal ini kemudian perlu dipertanggungjawaban 

melalui suatu prosedur pertanggungjawaban setiap organ. Prosedur tersebut 

yaitu Direksi membuat suatu laporan tahunan, dan laporan keuangan yang 

mana sebelumnya telah diperiksa terlebih dahulu oleh Komisaris. Kemudian 
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Direksi menyampaikan laporan tahunan ini kepada RUPS. Yang kemudian 

laporan tahunan, dan laporan keuangan ini akan disahkan oleh RUPS. 

Pengesahan ini merupakan bentuk dari persetujuan atas laporan tahunan dan 

laporan keuangan yang dilaporkan oleh Direksi. Apabila terdapat laporan 

keuangan yang disediakan ternayata tidak benar dan hal tersebut terjadi 

karena terbukti adanya kesalah dari Direksi atau Komisaris, maka harus 

bertanggung jawab atas tindakannya.  

5.2 Saran 

1. Adanya inkonsistensi dalam pengaturan kekayaan negara yang dipisahkan. 

Diharapkan Negara yang mana dalam hal ini adalah sebagai pemegang saham 

tetap mengedepankan profesionalitas dengan tidak serta menguasai 

sepenuhnya Persero, sehingga yang dapat menimbulkan adanya suatu 

ketakutan bagi direksi dalam pengambilan suatu keputusan saat melaksanakan 

tugasnya karena berhubungan dengan Negara sebagai pemegang saham.  

2. Adanya pengawasan secara menyeluruh terhadap aspek-aspek yang berkaitan 

dengan bentuk pertanggungjawaban persero. Jika terjadi kerugian atau timbul 

kerugian dalam Persero perlu adanya indentifikasi apakah kerugian tersebut 

diakibatkan karena kerugian bisnis, yaitu kerugian yang diakibatkan karena 

suatu keputusan dalam berbisnis. Misalnya, kalah persaingan dalam bisnis 

tersebut. Kemudian kerugian yang diakibatkan oleh organ-organ Persero 

sendiri yang mana untuk keuntungan pribadi. Misalnya, mencoba untuk 

memanipulasi kerugian tersebut sebagai kerugian bisnis. Sehingga, pergantian 

biaya untuk kerugian tersebut sebagian dimasukan ke dalam kantung organ-

organ yang terlibat dalam mencari keuntungan pribadi. Ternyata setelah 

dilihat bukan sebagai kerugian bisnis. 
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